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BAGIAN 1

TENTANG HUKUM ADAT

A.	 Latar Belakang

Manusia secara alamiah telah ditakdirkan sebagai mahluk yang terikat 
antara satu dengan lainnya1, pola-pola hidup bergantung antara 
manusia satu dengan lainya tertuang dalam perilaku manusia sebagai 
mahluk sosial2. Dalam kehidupanya manusia mengikat diri satu 
sama lain dengan modal utama yaitu yang disebut sebagai kebiasaan. 
Kebiasaan kebiasaan tersebut kemudian menjadi sistem yang menjadi 
landasan dan tolak ukur masyarakat itu sendiri untuk bersosialisasi 
dengan manusia lainya, dalam perjalananya secara garis besar 
keberadaan hak, kewajiban, serta peran antara manusia satu dengan 
lainya memunculkan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang 
dianggap buruk yang kemudian mengalir menjadi bentuk kebiasaan 
yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan, berdasarkan 
kesepakatan yang muncul secara langsung dan tidak langsung melalui 
intuisi manusia yang bersumber dari pengalaman,aksi dan reaksi 
akan emosional, itu sendiri yang kemudian memberikan gambaran 
tentang nilai-nilai kebaikan dan anggapan manusiawi sehingga 

1	 Fadhilah, I. A., & Maunah, B. (2021). Manusia Sebagai Makhluk yang Perlu dan Dapat 
Dididik. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 15(2), 254-268.

2	 Muthahhari, M. (1988). Manusia dan Takdirnya. Abbaz Production.
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berdasarkan kesepakatan sesuatu itu menjadi sebuah kebiasaan dan 
dilakukan secara turun temurun.

Perjalanan waktu dan pengajaran yang ditemui dari pengalaman-
pengalaman tersebut kemudian memerlukan suatu atribut untuk 
membuat kebiasaan tersebut menjadi langgeng atau berkelanjutan 
sehingga muncul konsep kepemimpinan dan unsur pendukung 
lainya3, kebiasaan tersebut menjadi hukum adat dengan struktur yang 
berkembang secara naluri dan alamiah yang kemudian mengikat 
suatu kelompok yang disebut masyarakat dengan kebiasaan yang 
menjadi adat dan kemudian lahirlah bentuk-bentuk hukum adat antar 
kelompok/ masyarakat yang anggotanya disebut sebagai masyarakat 
hukum adat. Sebelum adanya konsep negara dalam perkembangan 
tatanan masyarakat modern, hukum adat menjadi aturan baku yang 
mengikat suatu suku atau kelompok masyarakat di Indonesia.

Masyarakat merupakan bagian yang juga sangat sentral dalam 
pekembangan hukum4, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat 
yang bersifat komunal mencerminkan bagaimana suatu kelompok itu 
hidup dan mempertahankan dirinya melalui bentuk-betuk kebiasaan 
yang dilakukan selama berabad-abad, dan tertanam sebagai prinsip 
yang mengalir dalam darah hingga keturunan-keturunan berikutnya. 
Kenyataan dalam masyarakat adalah perilaku ideal sudah tertuang 
dalam hukum adat masing-masing,5 perilaku-perilaku ideal akan 
dipertahankan sedangkan perilaku-perilaku menyimpang akan 
dikenakan sanksi dengan demikian memunculkan reaksi penerimaan 
ataupun penolakan terhadap suatu perbuatan.

Bali dan masyarakatnya memiliki keberadaan hukum adat 
yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainya, 
meskipun masih tergolong satu suku, satu pulau namun satu desa 

3	 Ananda, A., & Aprison, W. (2024). KAJIAN TENTANG MANUSIA. HUMANITIS: 
Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis, 2(1), 15-22.

4	 Simangunsong, S. H., & MH, F. (2014). Hukum Adat dalam Perkembangan: 
Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum. Ragam Penelitian 
Mesin, 3(2), 220808.

5	 Karhab, R. S. (2018). Perilaku Lestari Masyarakat Hukum Adat.
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BAGIAN 2

EKSISTENSI ADAT BALI  
DARI MASA KE MASA

A.	 Adat Bali Pada Jaman Bali Kuno

Hukum adat Bali telah mengalami perkembangan dan perubahan 
dari zaman ke zaman, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap konsisten 
dengan nilai-nilai budaya dan agama Hindu yang menjadi landasan 
masyarakat Bali. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan 
hukum adat Bali dari zaman ke zaman.

Era Kuno (Sebelum Abad ke-9 M): Pada masa ini, hukum adat 
Bali didasarkan pada tradisi lisan yang turun-temurun. Sistem 
kepercayaan animisme dan dinamisme memainkan peran penting 
dalam tatanan sosial dan hukum adat. Pada abad ke-9 M, agama 
Hindu masuk ke Bali dan membawa pengaruh yang signifikan 
terhadap sistem hukum adat. Nilai-nilai seperti karma, dharma, dan 
moksha menjadi bagian integral dari hukum adat Bali. Sistem kasta 
juga diperkenalkan, meskipun dengan adaptasi lokal yang unik32.

32	 Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. Ganaya: Jurnal Ilmu 
Sosial dan Humaniora, 1(2), 173-192.
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Dalam Markandheya Purana33, dikisahkan seorang brahmana 
bernama Rsi Markandheya yang bertapa di Gunung Rawung Jawa 
Timur, dalam pertapaanya tersebut beliau mendapat bisikan gaib 
(sabda/ pawisik) untuk meneruskan perjalanaya kearah timur pulau 
Jawa, yaitu Bali, untuk meneruskan penyebaran ajaran Dharma. 
Berdasarkan bisikan tersebut sang Rsi kemudian berangkat ke Bali 
dengan diiringi 800 orang pengikut. Sesampainya ditanah Bali 
beliau kemudian membabat hutan belantara untuk dijadikan areal 
persawahan serta pemukiman, pada perjalan pertamanya ini beliau 
menemui kegagalan dalam membangun pemukiman tersebut 
dikarenakan diserang wabah penyakit dan sebagian besar pengikutnya 
meninggal dunia terkena wabah penyakit, dengan demikian beliau 
memutuskan pulang kembali ke tanah Jawa di Gunung Raung, untuk 
kembali memeohon petunjuk melalui pertapaan beliau.

Setelah sekian malam terlewati, beliau kembali mendapatkan 
bisikan bahwa sebelum membabat hutan di Bali, beliau harus 
menanam unsur Panca Datu (Emas, Perak, Tembaga, Besi dan 
Timah) di kaki Gunung Toh Langkir (Gunung Agung), atas wahyu 
tersebut beliau kembali bergegas ke tanah Bali dengan di iringi 
400 orang pengikut. Setelah sampai di tanah Bali kemudian beliau 
melaksanakan wahyu tersebut dengan menanam Panca Datu seraya 
memohon agar beliau dan para pengikutna selamat. Setelah itu secara 
ajaib akhirnya wabah tersebut tidak muncul kembali dan beliau dapat 
membuka lahan dengan selamat.

Lahan yang telah terbuka tersebut kemudian beliau bagi-bagikan 
kepada pengiktnya untuk ditempati, agar kemudian tidak terjadi 
perselisihan pengikutnya kemudian dibagi menjadi beberapa ikatan 
kelompok yang dipimpin oleh satu orang ketua dan beberapa orang 
pengurus. Kelompok yang dibentuk tersebut memiliki batas-batas 
wilayah dan dipertanggungjawabkan secara bersama berdasarkan 
peraturan yang disepakati, ikatan kelompok tersebut kemudian di 
sebut Desa, dan tempat pembagian tersebut disebut sebagai Desa 
33	 Chaturvedi, B. K. (2004). Markandeya Purana. Diamond Pocket Books (P) Ltd..
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BAGIAN 3

DISKURSUS ADAT 
BALI DALAM PERIODE 
DEGRADASI KEBUDAYAAN

A.	 Tantangan Desa Adat Bali yang Akan 
Datang

Masyarakat adat Bali telah menjadi subjek penelitian yang menarik 
bagi para ilmuwan sosial selama beberapa dekade terakhir. Dinamika 
kehidupan sosial di Bali mencerminkan interaksi yang kompleks 
antara tradisi lokal yang kaya dan dampak modernisasi global. 
Masyarakat Bali terkenal karena kehidupan sosialnya yang terstruktur, 
berpusat pada agama Hindu dan sistem adat yang kompleks. Namun, 
seperti banyak masyarakat di seluruh dunia, Bali juga menghadapi 
tekanan dari modernitas dan globalisasi yang dapat mempengaruhi 
dinamika kehidupan sosialnya.

Dalam masyarakat adat Bali, terdapat keseimbangan yang unik 
antara tradisi dan modernitas. Meskipun terdapat pengaruh dari luar 
seperti pariwisata massal dan teknologi modern, nilai-nilai budaya 
Bali tetap menjadi pijakan utama dalam kehidupan sehari-hari. 
Ritual-ritual seperti upacara agama, pertanian terasering, dan sistem 
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kekeluargaan yang kuat terus dipertahankan dan dihormati oleh 
masyarakat Bali.

Dalam masyarakat adat Bali, kelompok sosial memiliki peran 
yang penting dalam menjaga harmoni dan keseimbangan. Krama 
adat atau kelompok masyarakat lokal, memegang peranan sentral 
dalam mengatur kehidupan sosial dan kegiatan komunal. Melalui 
sistem gotong royong, masyarakat Bali secara bersama-sama menjaga 
dan merayakan budaya mereka. Masyarakat adat Bali memiliki 
struktur sosial yang terorganisir, yang didasarkan pada konsep Tri 
Hita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, 
manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam. Di 
tengah-tengah struktur sosial ini terdapat sistem kasta yang masih 
mempengaruhi kehidupan sehari-hari, meskipun pengaruhnya 
semakin mengecil seiring dengan modernisasi.

Bali sarat akan ritus dan situs sehingga dalam kehidupan 
sosilanya ritual dan upacara adat memainkan peran penting dalam 
kehidupan sosial masyarakat Bali. Mulai dari upacara kelahiran, 
pernikahan, hingga kematian, setiap tahap kehidupan diiringi dengan 
serangkaian upacara yang sarat makna dan simbolisme. Meskipun 
demikian, beberapa praktik tradisional telah mengalami penyesuaian 
untuk mencerminkan tuntutan zaman modern.

Seperti halnya masyarakat lain di seluruh dunia, Bali juga 
terpengaruh oleh arus modernisasi dan globalisasi. Perubahan ini 
terlihat dalam bentuk perkembangan infrastruktur, pariwisata yang 
berkembang pesat, serta masuknya budaya populer dari luar. Dalam 
menghadapi dampak modernisasi, masyarakat adat Bali kadang-
kadang mengalami konflik identitas antara tradisi dan kemajuan.

Perihal waktu merupakan hal yang dinamis, begitupun perjalanan 
adat Bali sejauh ini, gejolak antara tradisional dan modernitas sering 
mengalami pergesekan yang tidak jarang menimbulkan kesan 
bahwa adat semakin tergusur dan melemah. Banyak kepentingan-
kepentingan kelompok elit dan ketidak pedulian generasi akan 
pentingnya adat sebagai suatu tatanan social. Globalisasi Bagai pisau 
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BAGIAN 4

PENYELESAIAN SENGKETA 
ADAT BALI

A.	 Sejarah Perkembangan Peradilan Adat

Lembaga peradilan merupakan salah satu perangkat terpenting bagi 
kelengkapan negara di dalam menyelenggarakan mekanisme kerja 
pemerintahan. Biasanya Lembaga peradilan tidak serta merta dapat 
didikan bersamaan dengan dicapainnya suatu kemerdekaan oleh 
sebuah negara. Karena masih harus menunggu penataan-penataan 
dari apparat pemerintah sampai Lembaga bagi pencari keadilan itu 
siap untuk dibangun.

Paulus mengatakan, dalam Tahun 1854 daerah Hindia Belanda 
terdiri atas; daerah-daerah yang dikuasai langsung, kerajaan-kerajaan 
Indonesia yang dimasukkan kedalam wilayah Hindia Belanda 
berdasarkan kontrak politik atau daerah yang dikuasasi tidak 
langsung, dan kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah dipengaruhi 
dimana kedaulatan kerajaan Belanda diakui secara “de jure” dalam 
pergaulan internasional, berdasarkan traktat-traktat atau berdasarkan 
perjanjian-perjanian yang lain karena kekuasaan sipil maupun militer 
Hindia Belanda tidak efektif.49

49	 Paulus, Guru Besar Hukum Tata Negara Hinda Belanda, (Bandung. ALumni, 1979), 7
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Perkembangan sistem peradilan adat sudah ada dan berkembang 
dari jaman sebelum Indonesia merdeka. Peradilan adat identik 
sebagai sebuah lembaga adat yang di percaya keberadaannya sebagai 
lembaga menyelesaikan dan memutus sengketa-sengketa yang terjadi 
di lingkungan masyarakat adat. Pada dasarnya penyelesaian sengketa 
melalui sistem peradilan adat didasari dari nilai-nilai yang tumbuh 
dengan filosofi religious magis masyarakat itu sendiri.

Hampir semua daerah di wilayah Indonesia memiliki sebuah 
sistem terhadap penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dalam 
teritorial masyarakat. Penyelesaian sengketa adat yang ada di negara 
Indonesia tentu memiliki beberapa penyebutan nama serta sistem 
dan pola dalam melakukan penyelesaian sengketanya.

Sangat dirasakan adanya pengaruh kekuasaan belanda secara 
bertahap di daerah Indonesia khususnya di Bali. Bila dikuasai “tidak 
langsung” itu berarti daerah-daerah masih memiliki otonom dibawah 
kekuasaan raja secara tradisional yang ada di pulau Bali. Namun 
perlahan-lahan dengan teknik persuasi yang lihai dan cakap, misi-
misi politisi Hindia Belanda akan mendekati dan mempengaruhi 
pucuk pimpinan kerajaan di daerah itu untuk bergabung menjadi 
koloni Belanda dalam arti dikuasai “secara langsung”. Rakyat Bali 
telah menunjukkan penolakannya terhadap kemauan Belanda yang 
melanggar harkat dan martabat serta citra masyarakat Indonesia yang 
ingin hidup berdampingan atas dasar saling hormat menghormati. 
Hal ini ditandai dengan terjadinya peristiwa sejarah yaitu perang 
Jagaraga Tahun 1849, perang Puputan Badung Tahun 1906, perang 
Puputan Klungkung Tahun 1908.

Sehingga setelah 33 tahun Belanda berkuasa barulah Raad Kerta 
didirikan, dimulai dari daerah Buleleng berdasankan Staatblad atau 
lembaran Negara Nomor 143 Tahun 1882. Dalam Staatblad ini 
dicantumkan sekaligus mengenai pendirian Raad Kerta Jemberana. 
Jemberana dikuasai belanda hampir bersamaan dengan Buleleng 
yakni Tahun 1855, bertepatan dengan menyerahnya Jemberana 
secara sukarela kepada pemerintah Hindia Belanda. Raad Kerta di 
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BAGIAN 5

HUKUM ADAT BALI DALAM 
BAYANG-BAYANG HUKUM 
NASIONAL

A.	 Dasar Konstitusional Pengakuan Hukum 
Adat

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional 
Indonesia memiliki akar yang kuat dalam konstitusi. Pengakuan ini 
tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kesadaran 
historis bahwa hukum adat merupakan bagian dari jiwa bangsa 
yang hidup dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia berdiri. 
Dalam konteks Bali, hukum adat tidak sekadar kumpulan norma 
lokal, melainkan sistem nilai yang menata hubungan manusia dengan 
sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, suatu tata hukum yang 
bernafaskan harmoni (tri hita karana). Secara konstitusional, pijakan 
utama pengakuan terhadap hukum adat termuat dalam Pasal 18B 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang menegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
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dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Rumusan ini menunjukkan bahwa negara tidak menciptakan 
masyarakat adat, melainkan mengakui keberadaannya sebagai entitas 
hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, pengakuan 
negara bersifat deklaratif, bukan konstitutif, negara tidak memberi 
kehidupan pada hukum adat, tetapi mengakui kehidupan yang sudah 
ada di dalamnya. Namun, dalam praktiknya, frasa sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip 
NKRI sering menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan 
fleksibilitas dalam menentukan validitas hukum adat; di sisi lain, ia 
membuka ruang bagi tafsir sempit yang dapat mengekang otonomi 
masyarakat adat. Dalam konteks ini, hukum adat Bali sering berada 
di antara pengakuan dan pembatasan diakui secara normatif, tetapi 
dibatasi secara administratif. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) UUD 
1945 mempertegas posisi hukum adat dalam bingkai hak asasi 
manusia, dengan menyatakan bahwa:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Ketentuan ini mengandung makna bahwa keberadaan hukum 
adat merupakan bagian dari hak kolektif yang dijamin konstitusi, 
bukan sekadar kebijakan politik lokal. Dengan demikian, melindungi 
hukum adat berarti juga melindungi hak asasi masyarakat adat untuk 
hidup menurut sistem nilai, norma, dan kearifan mereka sendiri. 
Dalam konteks kehidupan masyarakat Bali, ketentuan konstitusional 
ini memberikan dasar legitimasi bagi keberlangsungan Desa Adat 
(Desa Pakraman) sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan 
dalam menata kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan warganya. 
Desa Adat bukan sekadar organisasi sosial, melainkan institusi 
hukum tradisional yang memiliki awig-awig sebagai sumber norma 
yang mengikat.
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